
Subbagian Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 
 

WARGA DI NTT KECEWA TERIMA BANTUAN BENCANA 

RP10 JUTA DARI RP50 JUTA 

 

 
https://jatim.tribunnews.com 

 

KOMPAS.COM, KUPANG - Sebanyak 95 warga Desa Noelbaki, Kecamatan 

Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, NTT, kecewa dengan bantuan perbaikan rumah dari 

pemerintah pusat kepada mereka yang menjadi korban Badai Seroja. Warga kesal 

lantaran dana yang masuk ke rekening mereka tidak bisa diambil utuh. "Rumah saya rusak 

berat, uang yang masuk ke rekening sebanyak Rp50 juta, tapi hanya bisa ambil Rp10 juta 

di bank," kata Anina Soares. Awalnya dirinya bersama puluhan warga lainnya diminta 

berkumpul di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 

Kupang pada Bulan Oktober 2022. Mereka disuruh tandatangan di atas kertas yang tertera 

nominal Rp10 juta. Mereka membawa rekening Bank BRI dan langsung dicetak. 

Selanjutnya, dia bersama warga lain ke kantor bank BUMN Unit Tarus untuk mengambil 

uang Rp10 juta. Usai mengambil uang, Anina sempat bingung karena yang tertulis di 

saldo rekeningnya Rp50 juta. Hingga kini dia tidak tahu alasan hanya menerima Rp10 

juta. Hal senada juga disampaikan Davidson Soares, warga yang menerima bantuan itu 

bervariasi, 14 warga menerima Rp50 juta. 83 orang menerima Rp25 juta. Dari 14 warga 

itu 8 orang menerima Rp10 juta, 5 orang menerima Rp25 juta dan 2 orang terima utuh 

Rp50 juta. Sementara itu, 83 warga lainnya yang mendapat Rp25 juta, semuanya terima 

Rp10 juta. "Kami sudah cek ke BRI, katanya uang masih ada. Kalau mau cairkan maka 

harus ada rekomendasi dari BPBD Kabupaten Kupang," ujar dia. "Dari Bupati bilang 

uangnya sudah kembalikan ke kas negara. Alasannya disimpan kembali agar jika ada 

Seroja berikut bisa digunakan lagi. Itu disampaikan langsung Bupati Kupang kepada 

kami," ungkap Davidson. Davidson bersama warga lainnya merasa janggal dengan 

keadaan itu sehingga sempat meminta advokasi salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat 

bernama Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) NTT. 

Davidson berharap, semua dana yang ada di rekening itu bisa diterima utuh tanpa 

potongan apapun, karena itu hak mereka. Warga lainnya Dominggas Enriques menyebut, 
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sebelum mereka, ada warga lainnya yang juga menerima bantuan yang sama pada Tahap 

I, tetapi dana yang diterima utuh tanpa ada masalah apapun. "Menurut saya seharusnya 

sejak awal verifikasi, pemerintah harus menyampaikan secara lengkap. Kenapa penerima 

Tahap I terima uang utuh, sedangkan kami yang ke-II dan III dipotong uangnya," kata 

Dominggas. Bantuan ini diberikan oleh pemerintah pusat kepada mereka yang mengalami 

musibah, sehingga seharusnya tidak ada potongan apapun. "Ini tanda tanya besar. Kami 

tidak terima. Kami minta tolong bantu kami selesaikan masalah kami. Apakah uang kami 

bisa dikembalikan. Kami yakin, tidak mungkin pemerintah sudah kasih kami uang, malah 

diambil kembali lagi. "Kami ini kena musibah, makanya pemerintah pusat bantu kami. 

Harapan kami, uang di dalam rekening bisa kami terima secara utuh," sambungnya. Ketua 

GNPK NTT Kabupaten Kupang Karlos Dakosta Rikardo mengatakan, pihaknya telah 

bersurat kepada Bupati Kupang untuk menyelesaikan kasus ini, tetapi tidak ada respons. 

"Kami minta Pemerintah Pusat dan juga organisasi kami di Pusat, harus turun tangan 

dengan kasus ini dan bersama KPK untuk audit baik dana maupun dokumen yang ada 

agar masalah ini cepat selesai," tegasnya. Dihubungi terpisah, Bupati Kupang belum 

membalas pesan singkat yang dikirim ke telepon selulernya. Kepala Pelaksana BPBD 

Kabupaten Kupang Semmy Tinenti meminta wartawan bertemu dengannya di kantor, 

agar dirinya bisa memberikan penjelasan secara lengkap. 
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Catatan: 

Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam 

rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau 

tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas Belanja bantuan keuangan 

diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan 

kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja bantuan keuangan dalam 

rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima 

bantuan keuangan. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan 

Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan 

Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan 
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perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 1 

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan 

berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat 

yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi 

dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat 

berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat 

diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. 

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan 

Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan 

Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok 

dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok 

dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima 

seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, 

masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri 

pahlawan yang tidak mampu. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada 

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat 

penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD. Bantuan sosial yang 

direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau usulan kepala SKPD. 

Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait 

dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan 

dan sub kegiatan seuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Bantuan sosial 

yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko 

sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda 

penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau 

keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan. Penganggaran 

bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja 

Tidak Terduga. Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling 

sedikit: a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima 

yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial; b) memenuhi 

persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai 

                                                           
1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah 



Subbagian Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur 4 
 

ketentuan peraturan perundang-undangan; c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, 

kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan 

sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu 

dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran 

sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial; dan d) sesuai tujuan penggunaan 

diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: Rehabilitasi sosial, ditujukan 

untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan sesorang yang mengalami 

disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; Perlindungan 

sosial, ditujukan untuk mecegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan 

sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat 

dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal; Pemberdayaan sosial, ditujukan untuk 

menjadikan sesorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial 

mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; Jaminan sosial, 

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat 

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak; Penanggulangan kemiskinan, 

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap 

orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber 

mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; 

Penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk 

rehabilitasi. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan 

sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan 

kewenangannya. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material 

atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.2 

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk 

keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan 

darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan 

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun 

sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

Keadaan darurat meliputi: bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau 

kejadian luar biasa; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau kerusakan 

sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Batas waktu 

penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu 

dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap 

tanggap darurat selesai. 3 

                                                           
2 Ibid 
3 Ibid 


